ARA DAN PERSYARATAN pEyg
A 1 BAHAN BERBAH ERIAN 171
'BAH AYA DAN BERACUN Dl’;f:’g&’:fﬁ\gm SEMENTARA
N SUKOHARJO
DENG
AN RAHMAT TUHAN v NG MAHA ESA

ibang & bahwa untuk melaksanakan ke

; . atl ten i

Kabupaten Sukoharjo; imbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di

B bahwf birdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian

Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahava d :
B B3) d
Kabupaten Sukoharjo; aya dan Beracun (B3) di

[—

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

fengingat

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
blik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

Lembaran Negara Repu
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

- Nomor 32 Tahun 2004

bahan Kedua atas Undang-Undang . -
::Ir:tt:;:g I?:nr:ar?ntahan Daerah (Lembaran Negara Repub]xk Indone§1a Tahun
2008 gNomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4844);
Perlindungan dan
37 Tahun 2009 tentang !
4. Undang-Undang klior:r?rl—lidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
g(e)gge;)laan Lllll% Tfm bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
omor 140,

5059); un 1999 tentang Pengelolaan Limbah

h
rintah Nomor 18 Ta gara Republik Indonesia Tahun r

5. Peraturan Peme Lembaran Ne : .
Bahan Berbahaya dan Bbe{;(:]m;,((embamn Negara Republik Indonesia Nomor |
1999 Nomor 31, Tamli;1 diubah dengan Peraturan Pemermtah Nomor 85 i
3815) sebagaimana tela bahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun |
Tahun 1999 tentang Peruba” mbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran i
1999 tentang Pengelolaa? L1 hun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran

: ia Ta
Negara Republik I omor 3910);

v_A~necid
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<
6. Peraturan Peme

. Tintah N
Pemer Omo
p %maha“ Antarg Pe r.3g Tahun 2007 ¢ .
emerintahan Daesgli Merintah, p entang Pembagian Urusan

Indonesia Tahun 9¢q; Kabupaten/lggzzrimahan Daerah Proviisi Dan
Indonesia Nomoy 4737): Omor 83, Tambaha(nLclinbal;an o, Reemr
; embaran Negara Republik

8. Peraturan Daeral
¥ Kabu at .
Pengendalian Lip paten Sukoharjo Nomor 9 Tah
Tahun 2009 Nomgokrugga"p Hll)dup (Lembaran Daerah Izagzpit(iggSult(::::}g
Nomor168): » 1ambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo

MEMUTUSKAN :

retapkan : PERATURAN BUPAT]
PEMBERIAN TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN

IZIN PENYIMPANA
BERBAH N SEMENTARA LIMBAH BAHAN
AYA DAN BERACUN (LB3) DI KABUPATEN SUKOHARJO.

BAB1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.

4. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut limbah B3
adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya
dan/atau beracun yang karena sifatnya dan/atau konsentrasinya dan/atau
jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan
dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan
lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk

hidup lain. . ' ‘
5. Penyimpanan adalah kegiatan menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh
penghasil dan/atau pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau
imbun limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara. . .
6 II)zeirrlll[:;dzl:lah izin penyimpanan sementara limbah B3 yang sudah ditata sesual
dengan jenis dan karakteristiknya.

7. Orang adalah orang perseorangan dan/atau kelompok orang dan/atau badan

8 tl;l:glar: Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten
Sukoharjo.
BAB II
PENYIMPANAN
Pasal 2

: ‘lakukan ditempat penyimpanan yang sesuai
i limbah B3 dilal
)) Penyimpanan
dengan persyaratan- | "
. oanan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib
(2) Tempat pt?nylmp.
memenuhi syarat -
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pat penyim
Panan s
asan lindyp yang bebas banjir, tidak rawan bencana dan

sert H
b. :iancangan bangunan digse %}ksesum dengan rencana tata ruang;
an upaya penge

ndalian sl dengan jumlah, karakteristik limbah B3
Pencemaran lingkungan.

(3) Penghasil limbah g3
dapat i ]
lama 90 (sembilan Dulu‘;a Menyimpan limbah B3 yang dihasilkannya paling

atau pemanfaat atay peng)o:::;\r Iafebdum menyerahkannya kepada pengumpul
au penimbun limbah B3.

(4) Tata cara dan .
dengan persyaratlz:;r S);a‘?ta." teknis penyimpanan limbah B3 harus sesuai
Yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB 111
PERIZINAN

Pasal 3
(1) Setiap orang yan

i § mempunyai kegiatan melakukan penyi
penyimpanan sementara
limbah bahan berbahaya dan beracun wajib memperoleh izin dari Bupati.

(2) Untuk mendapatkan izin sebag

m.engajukan permohonan se
Lingkungan Hidup.

aimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan
cara tertulis kepada Bupati melalui Badan

(3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

mengisi formuh{ pe_rmohonan izin sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
Peraturan Bupati ini.

(4) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi
dengap persyaratan sekurang-kurangnya sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II Peraturan Bupati ini

Pasal 4

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku selama 5 (lima) tahun dan
dapat diperpanjang.

Pasal 5

(1) Bupati dalam memberikan izin Penyimpanan Sementara Limbah B3
menetapkan Tim Teknis Pemberian Izin Penyimpanan Sementara Limbah

B3 Kabupaten Sukoharjo.

(2) Tim Teknis sebagaimana dimaksuq pada ayat (1) terdiri dari unsur :
a. Kepala Badan Lingkungan Hidup yang secara langsung berkedudukan
i Ketua Tim;
z::l?iglz:iari instansi di bidang lingkungan hidup daerah;
wakil dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
wakil dari instansi di bidang pertanahan daerah;
wakil dari instansi di bidang kesehatan daerah;
wakil dari instansi di bidang hukum.

o Ao o

mana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk :

(3) Tim Tt;:;:isz z:}z;ialpeﬂgkajian dan penelitian terhadap kelengkapan dari f
a. me :‘

dipersyaratkan; -
) ketf:&g:?egnilgan jll(esesuaian antara persyaratan yang diajukan oleh
. me

pemohon dengan kondisi nyata dilokasi kegiatan,
c. menerima atau menolak permohonan;

. membuat berita acara, _
(-i — hmat naskah Keputusan Bupatt.
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TATA CARA PENGAJUAN PE

(1) Pemohon mengajukan

LIMBAH B AngHONAN

4

BAB 1v

IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA

E :
RBAHAYA DAN BERACUN

Pasal 6

: ert
Badan Lingkungan hidug. mohonan secara tertulis kepada Bupati melalui

(2) Badan Lingkun
berkas permohona

gan Hid
o dari kllp melakukan penelitian terhadap kelengkapan
etentuan yang dipersyaratkan.

(3) Apabila berdasarkan hasil
maka Badan Lingkungan
dalam _waktu paling lambat
pemberitahuan dimaksud.

Ii)‘znelitian dokumen dinyatakan tidak lengkap
Idup akan memberitahukan kepada pemohon
10 (sepuluh) hari sejak diterimanya surat

Pasal 7

1) Apabi e .
M h zfs le ll;eiaell?tr_:l l‘al‘;fm lapangan Tim Teknis menyatakan tidak sesuai dengan
ermohon ra lapapgan maka Tim dapat memberikan penolakan

v an izin yang diajukan dengan memberikan alasan.

2) Q;Lablla dalam kajian lapangan Tim Teknis menyatakan layak dan tidak
eberatan selanjutnya dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan.

(3) Tim _Teknis menyiapkan konsep naskah Keputusan Bupati tentang Izin
Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Proses penyelesaian permohonan izin paling lambat 45 (

Pasal 8

empat puluh lima) hari

sejak tanggal diterimanya permohonan izin secara lengkap.

BABV

KEWAJIBAN DAN SANKSI

(1) Pemegang izin sebag
lah limbah B3

kewajiban :

a. melaporkan jum
Pembuangan Semen
Hidup setiap 1 (sat

b. mengajukan permo
waktu 60 (enam pu

c. apabila terjadi pe
cara penyimpanan semen

onan izin baru.

permoh

(2) Pemegang izin

(3) Izin dapat
peraturan p

u) bulan sekali;
honan perpan)
fuh) hari s
rubahan ter

sebagaimana G
memindahtangankan tanpa sel

dicabut apabi
erundang'undan

Pasal 9

aimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai

yang masuk dan keluar Tempat
tara (TPS) kepada Bupati melalui Badan Lingkungan

jangan izin kepada Bupati, dalam jangka
ebelum masa berlaku izin berakhir;
hadap jenis, karakteristik, jumlah dan/atau

tara limbah B3, pemohon wajib mengajukan

ana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilarang untuk
zin Bupati.

la pemegang izin tidak memenuhi ketentuan

gan yang berlaku.
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N
BAB v
PEMBINAA
N, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 10

(1) Bupati melalui Bagap Li
pengawasan dan peng ingkungan Hidup melakukan pembinaan,
1an pelaksanaan izin penyimpanan limbah B3.

(2) Pelaksanaan pengawasan

dilakukan oleh Pejabat Pengsebagaimana ke gida wt L

awasan Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD).
BAB VI

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Hal-hal i
pelaksan);zgn b:h(l;n dlatur.dalarp Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis
ya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup.

Pasal 12
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Sukoharjo
5 Desember 2009

JUKOHARIJO,

Diundangkan di Sukoharjo BAMBANG RIYANTO X
pada tanggal 5 Desember 2009

SEKREFARIS DAERAH
KABUPCT N&J\I‘(OHARJO,

Ign. INDRA SURYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2009 NOMOR 241
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